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BUPATI KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR/5 TAHUN 2025 

T E N T A N G  

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Menimbang 

Mengingat 

P 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe 
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe 
Tahun Anggaran 2024; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2 .  Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Und - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7.  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 7 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 ) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  
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12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178) ;  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6883); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6909) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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Menetapkan 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2017 ten tang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 450); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 ) ;  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Ka bu paten Konawe (Lembaran Daerah Ka bu paten Konawe Tahun 201 7 Nomor 
174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 
2024 Nomor 270); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 256); 

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 
Nomor 649); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Tahun 2024 Nomor 273); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 
2024. 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 
1 .  Pendapatan 

a. pendapatan asli daerah 
b. pendapatan transfer 
c. lain - lain pendapatan yang sah 

jumlah pendapatan 
4 

Rp. 271.879.256.586,00 
Rp. l .562.187.428.364,00 
Rp. 8.570.040.000,00 
Rp. l.842.636.724.950,00 



2.  Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) belanja pegawai 
2) belanja barang dan jasa 
3) belanja bunga 
4) belanja hibah 
5) belanja bantuan sosial 

jumlah belanja operasi 

b. Belanja Modal 

1) belanj a tanah 
2) belanja peralatan dan mesin 
3) belanja bangunan dan gedung 
4) belanja jalan, irigasi dan jaringan 
5) belanja aset tetap lainnya 

jumlah belanja modal 

c. Belanja Tak Terduga 
belanja tak terduga 
jumlah belanja tak terduga 

3. Transfer 
transfer bantuan keuangan 
jumlah belanja transfer 

total belanja 
surplus/ (defisit) 

4. Pembiayaan 

a. penerimaan daerah 
b. pengeluaran daerah 

jumlah pembiayaan neto 
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 707 .213 .212 . 101 ,00  
Rp. 400.957.364.277,00 
Rp. 1.821.047.057,00 
Rp. 101.837.263.317,00 
RD 6.069000.000,0 
Rp. l.217.897.886.752,00 

Rp. 2 .117.496.200,00 
Rp. 43 .252.260.011 ,00 
Rp. 94.872.595.343,00 
Rp. 79.043.962.838,00 
RD. 6.457.418.075,00 
Rp. 225.743.732.467,00 

RD. 5.994910.274,00 
Rp. 5.994.910.274,00 

RD. 310301334.860,00 
Rp. 310.301.334.860,00 

RD.1.759.937.864.353,00 
Rp. 82.698.860.597,00 

Rp. 10.382.  795.885, 17 
RD. 35680381.700,00 
RD. (25,297,585.814,83) 
Rp. 57.401.274.782,17 
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Pasal 2 
( 1 )  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan 

Bupati ini; 
(2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )  dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Konawe. 

Ditetapkan di Unaaha 
Pada tanggal,23 SUTJ 20 

BUPATI 

Diundangkan di Unaaha 
Pada Tanggal, 23 4GT 2026 

SEKRETAR[SDAERAH KABUPATEN KONAWE, 
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